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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor  67/Pdt.G/2018/PA.Sry

الرحـيم    الرحـمن الله بسـم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Sungai  Raya  yang  memeriksa  dan  mengadili  pada

tingkat  pertama  dalam  persidangan  Majelis  Hakim  telah  menjatuhkan

penetapan  sebagai  berikut  dalam  perkara  cerai  gugat   yang  diajukan

oleh : 

PENGGUGAT,  tempat  dan  tanggal  lahir  Sei  Nyirih,  12  Maret  1988,  agama

Islam,  pekerjaan  Honorer  Dinas  Pertanian  Kabupaten

Kubu Raya, Pendidikan Diploma III,  tempat kediaman di

Jl.  Kuala  Dua   Rt.  -  Rw.-  Komplek  Perumahan  Umar

Blok. K, Nomor 27   Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai

Raya   Kabupaten Kubu Raya sebagai  Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ngawi, 12 Januari 1984, agama Islam,

pekerjaan  Tentara  Nasional  Indonesia,  Pendidikan

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Adi

Sucipto,  Komplek  Asrama  Sudirman  /asrama  Kompi

Kavaleri Macan Dahan Rt - , Rw - , Blok Kartika 8, No. F

11  Desa  Sungai  Raya,  Kecamatan  Sungai  Raya

Kabupaten Kubu Raya sebagai  Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan ;

DUDUK  PERKARA

Bahwa  Penggugat dalam surat Gugatannya  tanggal 3 Desember

2018  telah  mengajukan  gugatan   Cerai  Gugat,  yang  telah  terdaftar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Sungai  Raya  dengan  Nomor

Hal. 1 dari 6 Pen. No. 67/Pdt.G/2018/Sry. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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67/Pdt.G/2018/PA.Sry, tanggal 4 Desember 2018,  dengan dalil-dalil  pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa,  pada  tanggal  08  Agustus  2009,  Penggugat  dan Tergugat

telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Nikah  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Jawai,  Kabupaten  Sambas

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 313/16/VIII/2009, Tanggal 08

Agustus 2018 ;

2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat Tinggal bersama

di Rumah Dinas Gatot 1  selama 3 (tiga) tahun, kemudian pindah ke

rumah Dinas Asrama Sudirman  selama 5 (lima) tahun, dan terakhir

Penggugat tinggal  di rumah rumah milik pribadi di Kuala Dua;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat

telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri

dan telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak bernama :

1) ANAK 1, Tempat / tanggal lahir Sungai Raya, 01 April 2010 ;

2) ANAK  2,  Tempat  /  tanggal  lahir  Sungai  Raya,  22  Februari

2012 ;

4. Bahwa, sejak Bulan Januari  Tahun  2013 rumah tangga Penggugat

dan Tergugat  mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran ;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :

1) Tergugat  selalu  menggunakan  kekerasan  dalam  rumah

tangga  tanpa  alasan  jelas,  seperti  memukul  kepala  dengan  tab,

memukul  muka  dengan  tangan,memukul  kepala  dengan  tangan,

menendang  ANAK  2  dengan  kaki,  dan  memasukan  ANAK  2

Kedalam Bak Mandi ;

2) Tergugat lebih dari 3 ( tiga ) kali di jemput dan di nasehati di

tempat  permainan  Judi  Box  oleh  Penggugat  yang  bertempat  di

rumah kecil di belakang warung kopi di Desa Parit Baru ;

Hal. 2 dari 6 Pen. No. 67/Pdt.G/2018/Sry. 

Disclaimer
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3) Tergugat sering kali  membawa minuman keras seperti  arak

berwarna putih ke dalam rumah dinas dan mabuk yang disaksikan

oleh SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;

4) Tergugat  selalu  bicara  kasar  ,  bernada  tinggi  seperti

berteriak, pelacur, anjing pada saat bicara dengan Penggugat ;

5) Tergugat selalu merusak barang Penggugat dan barang milik

bersama seperti leptop, hp, setrika baju, piring, tempat tidur , tab

dan leptop tanpa berfikir sebelum bertindak ;

6) Tergugat membuat rasa takut  pada saat bertemu dan bicara

kepada Penggugat dan  tidak adanya rasa kasih sayang serta cinta

lagi di keluarga  yang di rasakan oleh Penggugat hanya rasa takut

di pukul, takut di bentak dan takut di caci maki oleh Tergugat.

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal

17 November 2018 yang disebabkan oleh Tergugat  mengusir  paksa,

membuang barang dan pakaian Penggugat  kedalam selokan dan di

halaman rumah Dinas,  merusak barang dan mencaci  maki  Tergugat

tanpa alasan jelas, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat

dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi

layaknya suami istri;

7. Bahwa,  atas  sikap  dan  perbuatan  Tergugat  tersebut,  Penggugat

sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga

dengan Tergugat dan memilih untuk Bercerai;

8. Bahwa , Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan  Agama  Kabupaten  Kubu  Raya  Cq.  Majelis  Hakim  agar  segera

memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,  selanjutnya  menjatuhkan  putusan

sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat  ( TERGUGAT )

terhadap Penggugat  ( PENGGUGAT )  ;

Hal. 3 dari 6 Pen. No. 67/Pdt.G/2018/Sry. 
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3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum .

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Bahwa,  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  dan

Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa,  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  Penggugat

dan Tergugat agar tidak bercerai dan hidup rukun kembali sebagaimana

layaknya suami isteri dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Bahwa,  Penggugat  di  muka  persidangan  menyatakan  mencabut

gugatannya   yang   terdaftar   di    Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Ketapang    dengan  Nomor   67/Pdt.G/2018/PA.Sry,  karena  telah  hidup

rukun kembali bersama Tergugat ; 

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua

yang  tertulis  dalam  berita  acara  sidang  dianggap  termuat  dalam

penetapan ini; 

PERTIMBANGAN  HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud   dan  tujuan  gugatan  Penggugat   adalah

sebagaimana yang telah diuraikan  di atas ; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan  dengan

cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan hidup

rukun  kembali  sebagaimana  layaknya  suami  isteri  dan  ternyata  usaha

tersebut  berhasil.   Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  82  ayat  (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.  pasal  143 ayat  (1)  Kompilasi  Hukum

Islam ; 

Menimbang,  bahwa  Penggugat  di  muka  persidangan  menyatakan

telah mencabut gugatannya dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan

pencabutan  gugatan  tersebut,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa

pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat diterima ; 

Hal. 4 dari 6 Pen. No. 67/Pdt.G/2018/Sry. 
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan

tersebut   di atas, maka gugatan Penggugat telah selesai karena dicabut ; 

Menimbang,  bahwa oleh  karena  perkara  tersebut  termasuk  dalam

bidang  perkawinan,  maka  berdasarkan  pasal   89  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor 3

Tahun  2006  dan  perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; 

Memperhatikan  pasal  271  Rv  dan  segala  ketentuan  peraturan

perundang-undangan   yang  berlaku  serta  ketentuan  syara’  yang  berkaitan

dengan  perkara ini : 

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

2. Menyatakan perkara  Nomor  67/Pdt.G/2018/PA.Sry., dicabut;

3. Membebankan  kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang

hingga kini sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa 23 April  2019

Masehi  bertepatan dengan tanggal 18 Sya’ban 1440 Hijriah, oleh  Mawardi

S.Ag., M.H.I.  Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum pada hari itu juga dan dibantu oleh  R. Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera

Pengganti, serta dihadiri oleh  Penggugat dan  Tergugat ; 

Panitera Pengganti,

R. Ilyas, S.Ag.

             Hakim

Mawardi S.Ag., M.H.I.

Hal. 5 dari 6 Pen. No. 67/Pdt.G/2018/Sry. 
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Perincian Biaya Perkara.

1. Biaya pendaftaran Rp.     30.000,00

2. Biaya Proses        Rp.    50.000,00

3. Biaya Panggilan Rp.    225.000,00

4. Biaya Redaksi Rp.      10.000,00

5. Biaya Meterai Rp.        6.000,00

Jumlah Rp     321.000,00

Hal. 6 dari 6 Pen. No. 67/Pdt.G/2018/Sry. 
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